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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Hubungan perdata anak yang lahir diluar perkawinan di Desa Watumilok Kecamatan 

Kangae Kabupaten Sikka sebelum dan setelah putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 : 

a. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi : 

Sebelum adanya putusan MK 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan 

perdata anak yang lahir diluar perkawinan. Pada Desa Watumilok Kecamatan 

Kangae Kabupaten Sikka, dalam penyelesaian sengketa anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Dan dalam penyelesaian ini, melibatkan Du’a Mo’ang Watu pitu sebagai 

tokoh-tokoh adat dalam penyelesain sengketa anak yang lahir diluar perkawinan 

yang memberlakukan sanksi adat berupa denda. 

b. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi : 

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 

mengenai hubungan perdata anak yang lahir diluar perkawinan tidak terjadi 

perubahan dimana anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan masih tetap diberlakukan sanksi 

adat berupa denda seperti halnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. 

Akan tetapi, kemungkinan yang terjadi di masa depan dari perubahan status 

dan hak anak diluar perkawinan yaitu terkait hubungan anak dan orang tua. Terkait 

dengan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, maka ayahnya (jika 

mampu dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau 
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bukti lain secara hukum membuktikan ayah biologisnya), seorang anak bisa 

menuntut haknya yaitu nafkah. Dan mengupayakan hak anak secara finansial yaitu 

memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa. 

B. SARAN 

     Berdasarkan Kesimpulan diatas, Peneliti ingin memberikan saran yang dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangkan sebagai berikut:  

Bagi masyarakat adat Desa Watumilok Kabupaten Sikka agar mentaati aturan yang di 

putuskan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun hukum adat di desa tersebut tidak bisa 

dihilangkan karena sudah melekat dan sudah terikat secara turun temurun. Masyarakat  

Desa Watumilok mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yakni 

anak yang lahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
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